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Sudahkah Perguruan Tinggi Kita
Dikelola Berdasarkan Standar?



STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UU 12 TAHUN 2012 Pasal 52 [1&2], 54 [1] Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 68 

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 2 [1 & 2] dan 3 [2]



SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI



Akreditasi dilakukan oleh BAN atau LAM untuk menentukan kelayakan
program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu

pada SN Dikti

Budaya Mutu

Perguruan tinggi melaporkan data dan informasi dari implementasi serta
luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1

(satu) semester

PT mempunyai perangkat SPMI
Mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan
tinggi
Mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada
tingkat PT melalui PD Dikti

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 69

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan penetapan standar
Dikti, pelaksanaan standar Dikti, evaluasi pemenuhan standar Dikti,
pengendalian Dikti, dan peningkatan standar Dikti.

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 68

Budaya Mutu

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 71, 74, 75

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 99 ayat 4 & 5

PT mempunyai perangkat SPMI
Mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan
tinggi
Mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada
tingkat PT melalui PD Dikti

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 69

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan penetapan standar
Dikti, pelaksanaan standar Dikti, evaluasi pemenuhan standar Dikti,
pengendalian Dikti, dan peningkatan standar Dikti.

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 68



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



DASAR PERATURAN
UU 12 TAHUN 2012 Pasal 28 [2]

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 71 & 77



DASAR PERATURAN
UU 12 TAHUN 2012 Pasal 28 [2]

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 78 & 88



Perubahan yang terjadi :
Akreditasi diperbaharui secara
otomatis setiap 5 tahun.
Reakreditasi bersifat sukarela.
Reakreditasi dapat dilakukan jika ada
penurunankualitas Prodi (mis.
berdasarkan laporan masyarakat atau
stakeholders).
Prodi yang mendapat
akreditasiinternasional tidak perlu
menjalani proses akreditasinasional

Status terakreditasidari BAN-PT dan LAM
diperpanjangmelaluimekanismeautomasi. 
Mekanismeautomasisebagaimanadimaksudmer
upakanmekanismeAkreditasiulangtanpaasesme
n oleh asesordengancaramemantau dan
mengevaluasimutu program studi dan
perguruantinggiberdasarkan data dan informasi
pada PD Dikti

Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada
perguruan tinggi atau program studi dengan status
terakreditasi sehingga perguruan tinggi atau program
studi tidak lagi memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM
dapat melakukan Akreditasi ulang menggunakan
mekanisme asesmen oleh asesor
Dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud
berdasarkan: 

             a.data dan informasi pada PD Dikti, 
             b.pengaduanmasyarakat, 
             c.permintaan dari Kementerian; dan/atau 
             d.informasi lain yang dapatdipertanggungjawabkan

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 81

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 83



KAITAN ANTARA SPMI DAN SPME??



SYARAT PERLU TERAKREDITASI

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian
yang menentukan status akreditasi, yaitu:

Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio
jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen
terhadap jumlah program studi) ≥ 2,0.

1.

Skor butir penilaian DosenTidakTetap (Persentase jumlah
dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) ≥ 2,0.

2.

Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu
(Ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan
bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan
budaya mutu di perguruan tinggi) ≥ 2,0.

3.

Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas
pelaksanaan sistem penjaminan mutu) ≥ 2,0.

4.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan
tinggi tidak terakreditasi.

PEDOMAN PENILAIAN AIPT 3.0



Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian
yang menentukan status akreditasi, yaitu:

Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio
jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen
terhadap jumlah program studi) ≥ 2,0.

1.

Skor butir penilaian DosenTidakTetap (Persentase jumlah
dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) ≥ 2,0.

2.

Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu
(Ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan
bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan
budaya mutu di perguruan tinggi) ≥ 2,0.

3.

Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas
pelaksanaan sistem penjaminan mutu) ≥ 2,0.

4.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan
tinggi tidak terakreditasi.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI
PEDOMAN PENILAIAN AIPT 3.0



Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian
yang menentukan status akreditasi, yaitu:

Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio
jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen
terhadap jumlah program studi) ≥ 2,0.

1.

Skor butir penilaian DosenTidakTetap (Persentase jumlah
dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) ≥ 2,0.

2.

Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu
(Ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan
bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan
budaya mutu di perguruan tinggi) ≥ 2,0.

3.

Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas
pelaksanaan sistem penjaminan mutu) ≥ 2,0.

4.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan
tinggi tidak terakreditasi.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI
PEDOMAN PENILAIAN AIPT 3.0



KAPAN SN DIKTI HARUS
DIIMPLEMENTASIKAN DI PT?



PELAKSANAAN STANDAR DIKTI DALAM SPMI



PERENCANAAN DENGAN MENETAPKAN SPMI





PENGENDALIAN STANDAR DIKTI



PENINGKATAN STANDAR DIKTI



Mari membangun komitmen SPMI
untuk menjadi Perguruan Tinggi yang
Unggul 



TERIMA KASIH


